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ABSTRACT. This research is purposed (1) to analyze factors (instructor performance, internal and external 

representing bureaucracy system performance) determine farmer’s prosperity both direct and indirectly 

through poor farmers empowerment, (2) to identify constrains in empowering such poor farmers. This 

research has been conducted on 208 farmers as respondent in 15 villages which are grouped in 9 districts in 

Banyuasin regency. The result of this research exposes that (1) instructor performance factor significantly 

determines farmer’s prosperity (directly), nevertheless it does not significantly determines poor farmers 

empowerment (indirectly). Internal and external factor do not significantly determine farmer’s prosperity 

(directly), nevertheless they significantly determine poor farmer empowerment (indirectly). Coefficient 

determination of bureaucracy system performance toward poor farmer empowerment is 65% (R2 = 65%), on 

the other hand coefficient determination of bureaucracy system performance toward farmer’s prosperity is 

57% (R2 = 57%). PUAP program realization is only 15,3% before calculating any expenses. The expenses 

are estimated 61%, farmers non performing loan 23% and other constraints on Gapoktan institution, (2)  
such constraints that usually deal with are (a) changing farmer’s mindset (paradigm), (b) low of farmer’s 

education, (c) long distance of PUAP receiver villages, (d) non performing loan, and (e) lack of counseling 

fund. 

 

Keywords: empowerment, bureaucracy system performance, poor farmers, and PUAP program 

 

ABSTRAK.  Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis faktor-faktor (kinerja instruktur, internal dan 

mewakili kinerja sistem birokrasi eksternal) menentukan kesejahteraan petani baik langsung maupun tidak 

langsung melalui pemberdayaan petani miskin, (2) untuk mengidentifikasi kendala dalam pemberdayaan 

petani miskin tersebut. Penelitian ini telah dilakukan pada 208 petani sebagai responden di 15 desa yang 

dikelompokkan dalam 9 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa (1) 
faktor kinerja instruktur signifikan menentukan kesejahteraan petani (langsung), namun tidak signifikan 

menentukan miskin pemberdayaan petani (secara tidak langsung). Faktor internal dan eksternal tidak 

signifikan menentukan kesejahteraan petani (langsung), namun mereka secara signifikan menentukan miskin 

pemberdayaan petani (secara tidak langsung). Penentuan koefisien kinerja sistem birokrasi terhadap 

pemberdayaan petani miskin adalah 65% (R2 = 65%), di sisi lain koefisien determinasi kinerja sistem 

birokrasi menuju kemakmuran petani adalah 57% (R2 = 57%). Realisasi Program PUAP hanya 15,3% 

sebelum menghitung biaya apapun. Biaya diperkirakan 61%, petani non performing loan 23% dan kendala 

lainnya pada lembaga Gapoktan, (2) kendala seperti yang biasanya berurusan dengan adalah (a) mengubah 

pola pikir petani (paradigma), (b) pendidikan yang rendah petani, (c ) jarak jauh dari desa PUAP penerima, 

(d) non performing loan, dan (e) kurangnya dana konseling. 

 

Kata Kunci: pemberdayaan, kinerja sistem birokrasi, petani miskin, dan Program PUAP            
 

LATAR BELAKANG 
 

Filosofi dasar pembangunan bangsa  Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik 

material maupun spiritual serta menghindarkan terjadinya kesenjangan antar lapisan yang ada di dalam masyarakat. 

Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia bermula dari adanya kemiskinan. Masyarakat miskin pada 
umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan memiliki keterbatasan dalam memperoleh akses diberbagai kegiatan 

ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi jauh lebih tinggi.  Kesenjangan 

sosial ekonomi ini dapat dilihat dari distribusi pengeluaran penduduk berdasarkan Angka Gini Ratio. Pada periode 

2007-2008 angka gini ratio sedikit mengalami perbaikan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan 

menurun dari 0,374 menjadi 0,367 dan di perdesaan menurun dari 0,302 menjadi 0,300 (BPS, 2008). 
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Indikator lain untuk melihat kesenjangan distribusi pendapatan antar kelompok penduduk berdasarkan kriteria 

Bank Dunia yang membagi kelompok penduduk menjadi 3 bagian yaitu 40% kelompok penduduk terbawah, 40% 

kelompok penduduk menengah, dan 20% kelompok penduduk teratas. Pada 40% kelompok penduduk terendah terjadi 

penurunan persentase dari 19,08 menjadi 18,55 yang diikuti oleh meningkatnya persentase pada 20% kelompok 

penduduk teratas dari 43,80 menjadi 44,45 di daerah perkotaan. Untuk di perdesaan terjadi peningkatan persentase pada 

40% kelompok penduduk terendah dari 22,00 menjadi 22,06 yang diikuti oleh menurunnya persentase pada 20% 

kelompok penduduk teratas dari 40,05 menjadi 39,36. Hal ini menggambarkan bahwa telah terjadi pelebaran 

kesenjangan di perkotaan dan menyempitan kesenjangan di perdesaan (Ibid). 

Kesenjangan yang membaik di daerah perdesaan ini karena telah dilakukannya upaya-upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, dengan berbagai program pembangunan diantaranya Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM-Mandiri). Sehingga penduduk miskin semakin berkurang walaupun sedikit. Gambaran mengenai 

kondisi tersebut dapat dilihat dari Tabel 1. 

 

Tabel 1. Jumlah dan Persentasenya Penduduk Miskin Menurut Daerah di Indonesia,  Maret 2007-2008. 

Daerah/Tahun 
Jumlah Penduduk 

Miskin (Juta) 
Persentase Penduduk Miskin 

Garis Kemiskinan 

(Rp/Kapita/Bulan) 

Perkotaan: 

Maret 2007 

Maret 2008 

Perdesaan: 

Maret 2007 

Maret 2008 
Kota + Desa: 

Maret 2007 

Maret 2008 

 

13,56 

12,77 

 

23,61 

22,17 
 

37,17 

34,96 

 

12,52 

11,65 

 

20,37 

18,93 
 

16,58 

15,42 

 

187.942 

204.896 

 

146.837 

161.831 
 

166.697 

182.636 
 Sumber: BPS, 2008 (data diolah) 

  

Tabel 1 memperlihatkan bahwa penduduk miskin banyak terdapat di daerah perdesaan, begitu pula persentase 

penduduk miskin di perdesaan lebih besar dari penduduk miskin di perkotaan walaupun pada tahun berikutnya 

memperlihatkan ada penurunan baik jumlah maupun persentasenya. Garis kemiskinan di perdesaan lebih rendah dari 

perkotaan, dan juga ada peningkatan pada tahun berikutnya baik perkotaan maupun perdesaan. Penduduk miskin 

terkonsentrasi di daerah perdesaan seperti tabel berikut:  

 

Tabel 2. Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Penghasilan Utama Rumah Tangga dan Daerah  di Indonesia tahun 

2008 

Karakteristik Rumah 

Tangga/Daerah 

Tidak Bekerja 

 

Pertanian Industri Lainnya Persen 

Perkotaan 

Perdesaan 
Kota + Desa 

14,71 

8,67 
10,62 

30,02 

68,99 
56,35 

10,55 

5,09 
6,86 

44,72 

17,26 
26,16 

100 

100 
100 

 Sumber: BPS, 2008 (data diolah) 

 
Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa sumber penghasilan utama dari sektor pertanian, dimana 30,02 persen di 

perkotaan dan 68,99 persen di perdesaan. Secara umum mengidentifikasikan bahwa sebagian besar orang miskin 

bekerja di sektor pertaniaan dan berdomisili di perdesaan. Oleh karena itu penduduk miskin di daerah perdesaan identik 

dengan petani miskin. 

Kabupaten Banyuasin yang berpenduduk 798.360 jiwa  di tahun 2008 (Banyuasin dalam angka) mempunyai 

rumah tangga yang berkategori hampir miskin sebanyak 37.308, miskin sebanyak 27.036, dan sangat miskin 16.542 

sehingga berjumlah 80.868 rumah tangga sasaran (hasil pendataan Program Perlindungan Sosial 2008). Jumlah ini 

tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Jumlah ini terbanyak kedua setelah Kota Palembang sebesar 97.667 

rumah tangga sasaran. Oleh karenanya Kabupaten ini merupakan salah satu  tujuan utama dalam menjalankan Program 

Usaha Agribisnis Perdesaan. 

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di bawah koordinasi Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok pemberdayaan masyarakat. Untuk 
koordinasi pelaksanaan PUAP di Kementerian Pertanian.  Menteri Pertanian membentuk Tim PUAP Pusat untuk 

mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP Nasional, di tingkat Propinsi membentuk Tim Pembina, dan di tingkat 

Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis hingga pada tingkat Kecamatan dan tingkat Desa. 
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Dalam menjalankan program PUAP ini sangat dibutuhkan penyuluh-penyuluh yang berkualitas dalam rangka 

membina para petani yang tergabung dalam Gapoktan  agar dapat memanfaatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat 

(BLM) PUAP dengan efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan juga dapat meningkatkan 

kapasitas produksi petani, dengan sendirinya petani akan dapat memperoleh kesejahteraan. 

Penyuluh Pemerintah merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan UU 

No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan implementasi Kebijakan Program PUAP. Kinerja 

Penyuluh Pemerintah akan mencerminkan Kinerja Sistem Birokrasi. Peran penyuluh pertanian dalam pemberdayaan 

petani diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi petani. Permasalahan mendasar yang dihadapi 

petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, pendidikan serta organisasi tani yang 
masih lemah (Lampiran Permentan No. 29/Permentan/OT.140/3/2010). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

penelitian ini bertujuan:  

1. Menganalisis pengaruh faktor kinerja penyuluh, faktor internal, dan faktor eksternar sebagai cerminan kinerja 

sistem birokrasi terhadap kesejahteraan petani baik langsung maupun tidak langsung melalui pemberdayaan petani 

miskin? 

2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan petani miskin tersebut melalui program 

PUAP? 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi pemerintah mengenai peran penyuluh dalam upaya 

mensejahterakan petani. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi pihak 

pemerintah Kabupaten Banyuasin mengenai kegiatan penyuluh pertanian lapangan terhadap pemberdayaan perani. Di 

samping itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 
mengkaji lebih dalam mengenai upaya pemberadayaan petani perdesaan.     

 

METODE PELAKSANAAN 
 

Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Penggabungan dua 

pendekatan ini dapat diharapkan hasil penelitian yang diperoleh akan lebih komprehensif. Kabupaten Banyuasin terdiri 

dari 17 kecamatan yang terdiri dari 77 desa/GAPOKTAN, dan 802 POKTAN dengan jumlah anggota 7538 anggota. 

Berdasarkan data ini, ditetapkan 9 kecamatan sampel (53%) dari 17 kecamatan dan dari 9 kecamatan diambil 15 desa 

(20) dari 77 desa yang ada dipilih secara acak. Desa terpilih untuk penelitian ini, dari 15 desa tersebut terdiri dari 175 

Kelompok Tani (POKTAN) dan jumlah anggotanya yaitu jumlah kelompok tani dikalikan dengan rata-rata anggota 

dalam satu kelompok tani (rata-rata = Jumlah anggota seluruh penerima BLM PUAP 7538 dibagi dengan jumlah 

POKTAN 802) adalah 9,39 orang dibulatkan 10 orang. Jadi jumlah anggota pada 14 desa tersebut adalah 175 POKTAN 

dikali 10 adalah 1750 anggota. Anggota kelompok tani  akan ditarik sampelnya dengan menggunakan rumus Slovin 

(Nasir, 1999). 

 
Tabel 3. Sampel Penelitian 

No. Kecamatan Jumlah Responden 

1 Banyuasin III 30 

2 Sembawa 14 

3 Banyuasin I 14 

4 Muara Telang 30 

5 Talang Kelapa 14 

6 Tanjung Lago 35 

7 Muara Padang 19 

8 Betung 19 

9 Air Saleh 33 

 Jumlah  208 

 

Besarnya sampel untuk menaksir rata-rata populasi dapat dicari dengan ditetapkannya derajat kesalahan sebesar 

0,065. Dalam penelitian, peneliti belum mengetahui besarnya p, karena belum ada penelitian yang mendahuluinya, 

maka p ditetapkan sebesar 0,5. Dengan menggunakan formulasi di atas besarnya sampel diketahui sebanyak  208,15 
atau dibulatkan menjadi  208 Anggota Kelompok Tani.  Data diolah dengan menggunakan program SEM (Structural 

Equation Model), analisis SEM merupakan pendekatan terintegrasi antara Analisis Faktor, Model struktural, dan 

Analisys Jalur (Solimun, 2002).   
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Keterangan: 
FKP = variabel Faktor Kinerja Penyuluh (variabel laten) 

FI    = variabel Faktor Internal (variabel laten) 

FE     = variabel Kinerja Eksternal (variabel laten) 

PPM  = variabel Pemberdayaan Petani Miskin (variabel laten) 

KP     = variabel Kesejahteraan Petani (variabel laten) 

FKP1 sampai FKP4 dimensi Faktor Kinerja Penyuluh Pemerintah (variabel terobservasisi) 

FI1 dan FI2 dimensi Faktor Internal (variabel terobservasi) 

FE1 sampai FE4 dimensi Eksternal (variabel terobservasi) 

PPM1 sampai PPM5 dimensi Pemberdayaan Petani Miskin (variabel terobservasi) 

KP1 sampai KP4 dimensi Kesejahteraan Petani (variabel terobservasi) 

 

Gambar 1.  Diagram Jalur SEM Kinerja Sistem Birokrasi dalam Memberdayakan Petani Miskin di Kabupaten 
Banyuasin 

 
Setelah model dikembangkan dan digambarkan dalam suatu diagram jalur, selanjutnya mengkonversi spesifikasi 

model tersebut ke dalam rangkaian persamaan. Persamaan yang dibangun terdiri dari: 

1. Persamaan-persamaan struktural (structural equation). Persamaan ini dirumuskan untuk menyatakan hubungan 

kausalitas antara berbagai variabel. Persamaan struktural pada dasarnya dibangun dengan pedoman sebagai berikut: 
Variabel Endogen = Variabel Eksogen + Variabel Endogen + Error. Berdasarkan diagram jalur Model Persamaan 

Struktural dari Kinerja Sistem Birokrasi (dipengaruhi oleh Kinerja Penyuluh Pemerintah, Faktor Internal, dan 

Faktor Eksternal, dalam hubungannya dengan pemberdayaan dan Kesejahteraan Petani, maka persamaan 

strukturalnya adalah:  

 

 PPM = α1FKP + α2 FI + α3 FE + δ1 

 KP    = γ1PPM + δ2 

 KP    = α1FKP + α2 FI + α3 FE + δ3 

 PPM = γ1PPM + α1FKP + α2 FI + α3 FE + δ4 

 

Konversi diagram jalur, model pengukuran ke dalam model matematika menjadi sebagai berikut: 

a. Persamaan Spesifikasi Model Pengukuran Variabel Faktor Kinerja Penyuluh  
Pemerintah: 

FKP  = λ1.1FKP.1 + λ1.2 FKP.2 +  λ1.3 FKP.3 +  λ1.4 FKP.4 + ε 1 

 

b. Persamaan Spesifikasi Model Pengukuran Variabel Faktor Internal: 

 1 

 

FE 

 

FI 

 

FKP 

 

PPM 

 

KP 

 

PPM.1 

PPM.2 

PPM.3 

PPM.4 

PPM.5 

KP.1 

KP.2 

KP.13 

KP.4 

 2 

 
 3 

 

 4 

 
 5 

 
 6 
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FI  =  λ2.1 FI.1 +  λ2.2 XFI2 + ε 2 

c. Persamaan Spesifikasi Model Pengukuran Variabel Faktor Eksternal: 

FE =  λ3.1 FE.1 + λ3.2 FE2 + λ3.3 FE.3 + λ3.4 FE.4 + ε 3   

d. Persamaan Spesifikasi Model Pengukuran Variabel Pemberdayaan Petani: 

PPM =  λ1PPM.1  + λ2PPM.2  + λ3PPM3  + λ4PPM4  + λ5PPM5  + ε 4  

e.  Persamaan Spesifikasi Model Pengukuran Variabel Kesejahteraan Petani: 

KP =  λ1 KP.1 + λ2 KP.2  + λ3 KP.3  + λ4 KP.4   + ε 5  

       f.     Persamaan Spefisikasi Konstruk, KP dipengaruhi oleh faktor-faktor     

              KP =  aFKP + bFI + cFE + dPPM 
 

Setelah model dikembangkan dan input data dipilih, selanjutnya digunakan program komputer LISREL 8.50 untuk 

mengestimasi modelnya. Data hasil penelitian disajikan dalam SPSS setelah menghubungkan diagram LISREL 8.50 

dengan sumber data SPSS yang telah disiapkan, komputer akan menghasilkan standardized Estimates Measurement 

Model Confirmatory Factor Analysis dari data yang disajikan tersebut.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hipotesis telah dirumuskan setelah melakukan konstruksi teori-teori yang digunakan dan menuangkan teori-teori 

tersebut ke dalam kerangka pikir, kemudian hipotesis diturunkan dari kerangka pikir tersebut.. menguji hipotesis 

menggunakan alat analisis statistik yaitu persamaan model struktural (Structural Equation Models --SEM) dengan 

bantuan program LISREL 8.50 for Windows. Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka alat analisis tersebut 

dilakukan pengujian persyaratan analisis statistik dengan SEM. 

 

Analisis Statistik dengan Model Persamaan Struktural 

 

Penggunaan model persamaan struktural (Structural Equation Models --SEM)  ini dilakukan karena variabel yang 

digunakan merupakan variabel laten dan model yang dibentuk juga memiliki hubungan struktural. Survey telah 
dilakukan terhadap 208 orang responden untuk melihat pengaruh faktor kinerja penyuluh (FKP), faktor internal (FI), 

dan faktor eksternal (FE), sebagai cerminan kinerja sistem birokrasi terhadap pemberdayaan petani miskin (PPM) serta 

implikasinya terhadap kesejahteraan petani (KP).  

Sebelum dilakukan analisis dengan SEM terlebih dahulu dilakukan analisis faktor konfirmatori (CFA) dan analisis 

reliabilitasnya, serta evaluasi kesesuaian model. Hasil estimasi pada model pengukuran (measurement equations) agar 

memenuhi persyaratan bahwa  masing-masing konstruk terhadap variabel laten yang dibentuknya adalah  valid dan 

reliabel, ketentuan tersebut sebagai berikut: 

1. Muatan faktor (loading factors) yang diharapkan harus lebih besar dari 0.5, jika ada faktor loading yang lebih 

kecil dari 0.5 namun ≥ 0.3 maka variabel yang terkait bisa dipertimbangkan untuk tidak dihapus. Tetapi jika 

muatan faktornya < 0.3 maka variabel terkait dapat dihapuskan dari model (Hair, et.al., 2006). 

2. Nilai reliabilitas dari masing-masing variabel yang diharapkan adalah > 0.7 (Hair, et.al., 2006).  

Setelah dilakukan analisis fakktor konfirmatori ternyata faktor loading masing-masing konstruk terhadap  
 

Variabel laten yang dibentuknya semuanya valid karena lebih besar dari 0,5 (Hair, et.al., 2006). Hasil analisis 

reliabilitas terhadap masing-masing variabel laten juga menunjukkan reliabel, karena diperoleh nilai reliabilitas yang 

lebih besar dari 0,7. Dengan demikian semua indikator tersebut layak dijadikan sebagai pembentuk variabel-variabel 

laten (hasil analisis faktor confirmatori dan reliabilitas terlampir).  Demikian juga uji kesesuai model, dimana model 

dikatakan baik (fit) bilamana pengmbangan model hipotetik secara konseptual dan teoritis didukung oleh data empirik 

(Tabel 4).  

 

Tabel 4. Uji Kesesuaian Model 

Goodness of Fit Statsitics 

Chi-Square  
Degrees of Freedom  (p-value) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Goodness of Fit Index (GFI)  

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
Comparative Fit Index  (CFI) 

= 150.52 
= 125 (0.060) 

= 0.035                ≤ 0.08 

= 0.92                  ≥ 0.90 

= 0.89                  ≥ 0.90 
= 0.96                  ≥ 0.95 

 
 

Baik 

Baik        

Baik        
Baik 
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Model Struktural 

 

Persamaan model struktural dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang telah diungkapkan 

pada bab sebelumnya. Dengan bantuan paket program Lisrel 8.50 diperoleh diagram hasil analisis SEM seperti pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Model Struktural Penelitian 

 

Gambar di atas menunjukkan hubungan antara indikator terhadap masing-masing variabel laten dan hubungan 

antara variabel eksogen dengan variabel endogen, serta antara variabel endogen dengan variabel endogen. Pada 

penelitian ini ada tiga variabel eksogen, yaitu faktor kinerja penyuluh (FKP), faktor internal (FI) dan faktor eksternal 

(FE). Sedangkan variabel endogen ada dua variabel, yaitu pemberdayaan petani miskin (PPM) dan kesejahteraan petani 

(KP). 

Penelitian ini menggunakan data input berupa matrik korelasi, sehingga hipotesis disesuiakan dengan data input 

yang dipergunakan yaitu dilakukan pemeriksaan terhadap besar kecilnya pengaruh baik langsung maupun tidak 
langsung, baik pengaruh total variabel eksogen terhadap endogen atau variabel endogen terhadap variabel endogen. 

Akhirnya akan ditentukan juga variabel yang berpengaruh dominan yang dilihat dari koefisien atau parameter pengaruh 

total  variabel (Solimun, 2002).  

 

Pengujian Hipotesis 

 

Hipotesis pertama :  
 

Model (1) : PPM = 0.14 FKP + 0.41 FI + 0.41 FE   

 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau Rsquare sebesar 0,65 Ini berarti bahwa 
variasi pemberdayaan petani miskin dapat dijelaskan oleh variabel faktor kenerja penyuluh, faktor internal, dan faktor 

eksternal sebesar 65 persen. Sedangkan 35 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

Berdasarkan uji secara parsial dapat diketahui bahwa variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap 

pemberdayaan petani miskin di Kabupaten Banyuasin adalah faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan faktor 

kinerja penyuluh tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan petani miskin. 

Koefisen regresi dari faktor kinerja penyuluh sebesar 0,14 yang berarti bahwa setiap peningkatan kinerja penyuluh 

sebesar 100 persen maka pemberdayaan petani miskin hanya meningkat 14 persen. Faktor kinerja penyuluh ini tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan petani miskin pada taraf α = 10 persen atau pada tingkat kepercayaan 90 

persen. Nilai t-hitung 1,04 dan t tabel 1,64 Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa potensi dan kapasitas 

penyuluh, komitmen penyuluh, program penyuluhan, fasilitas dan pelayanan dapat dikatakan baik (berdasarkan 

keragaan variabel faktor kinerja penyuluh), namun tingkat pendidikan para petani yang diberdayakan rendah yaitu 13 

persen tidak tamat SD, 43 persen tamat SD, 8 persen Tidak tamat SMP, 25 persen tamat SMP, 2 persen  tidak tamat 
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SMA, dan 9 persen tamat SMA. Rendahnya tingkat pendidikan ini menyulitkan bagi petani memahami materi 

penyuluhan yang diberikan kepada mereka. 

Koefisien regresi dari faktor internal sebesar 0,41 yang berarti bahwa setiap peningkatan kualitas faktor internal 

sebesar 100 persen maka pemberdayaan petani miskin akan meningkat 41 persen. Faktor internal ini berpengaruh 

signifikan terhadap pemberdayaan petani pada taraf α = 10 persen. Nilai t-hitung 2,84 dan t tabel 1,64. Dari hasil 

penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kultur dan struktur yang diterapkan oleh penyuluh pada lembaga Gapoktan 

dapat dikatakan baik, walaupun masih ada hal-hal yang belum dapat dikuti oleh lembaga Gapoktan misalnya dalam 

membuat laporan perkembangan penggunaan BLM-PUAP, karena kurangnya koordinasi antara petani dan penyuluh, 

dimana tempat tinggal penyuluh sebagian besar letaknya jauh sedangkan tanggung jawab dan wewenang ketua 
Gapoktan masih lebih bergantung pada penyuluh. Namun kegotongroyongan, dukungan, kepatuhan, dan mengutamakan 

kepentingan bersama dalam pengambilan keputusan sudah baik. 

Koefisien regresi dari faktor eksternal sebesar 0,41 juga yang berarti bahwa setiap peningkatan kualitas faktor 

eksternal sebesar 100 persen maka pemberdayaan petani miskin akan meningkat 41 persen. Faktor eksternal ini 

berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan petani miskin pada taraf α = 10 persen. Nilai t-hitung 2,25 dan t tabel 

1,64. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penyediaan saprotan seperti pupuk dan benih yang dikelola 

Gapoktan sering datang terlambat sedangkan mereka mengejar musim tanam, sosialisasi inovasi tehnologi sebagian 

besar mereka tidak mengerti, hal ini dapat dilihat dari materi penyuluhan diberikan tidak merata terutama materi yang 

berkenaan dengan penggunaan BLM-PUAP, namun dukungan tokoh masyarakat dan masyarakat desa  baik. 

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari ringkasan hasil-hasil pendugaan parameter dengan analisis SEM yaitu 

pengaruh total dapat dilihat pada ringkasan hasil analisis SEM tabel di bawah ini : 

Tabel 4. Ringkasan Pengaruh Total  Kinerja Sistem Birokrasi (faktor kinerja penyuluh, faktor internal, dan faktor 
eksternal) terhadap Kesejahteraan Petani. 

 Hubungan 
Parameter Pengaruh 

Total 

Standar 

Error 

t hitung 

 

t tabel α = 

10% 
R2 

FKP-PPM 0,14 0,13 1,04 1,64 0,65 

FI-PPM 0,41 0,14 2,84* 1,64 

FE-PPM 0,41 0,19 2,25* 1,64 

FKP-KP 0,38 0,15 2,56* 1,64 0,57 

FI-KP 0,24 0,15 1,60 1,64 

FE-KP 0,25 0,20 1,23 1,64 

PPM-KP 0,46 0,24 1,93* 1,64 

 Parameter Pengaruh 

Tidak Langsung 

    

FKP-KP 0,06 0,06 0,98 1,64  

FI-KP 0,19 0,11 1,66* 1,64  

FE-KP 0,19 0,13 1,47 1,64  

 Parameter Pengaruh 
Langsung 

    

FKP-KP 0,32 0,14 2,20* 1,64  

FI-KP 0,05 0,17 0,31 1,64  

FE-KP 0,06 0,23 0,25 1,64  

Sumber : Lampiran Output Lisrel. 

 

Hipotesis kedua: 

Model (2) : KP = 0.32 FKP + 0.05 FI + 0.06 FE  

 

Berdasarkan uji secara parsial dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan 

petani di Kabupaten Banyuasin adalah faktor kinerja penyuluh. Sedangkan faktor internal dan faktor eksternal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani. 

Koefisen regresi dari faktor kinerja penyuluh sebesar 0,32 yang berarti bahwa setiap peningkatan kinerja penyuluh 
sebesar 100 persen maka kesejahteraan petani  meningkat 32 persen. Faktor kinerja penyuluh ini berpengaruh signifikan 

terhadap kesejahteraan petani pada taraf α = 10 persen atau pada tingkat kepercayaan 90 persen. Nilai t-hitung sebesar 

2,20 dan t-tabel 1,64. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa walaupun potensi dan kapasitas penyuluh, 

komitmen penyuluh, program penyuluhan, fasilitas dan pelayanan dapat dikatakan baik (berdasarkan keragaan variabel 

faktor kinerja penyuluh), namun petani  melihatnya sebagai sumber dana berupa BLM (bantuan langsung masyarakat) 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan menambah modal usaha, berarti menambah pendapatan. 

Manajemen usaha dan pola pikir petani dalam menggunakan BLM tersebut masih menggunakan manajemen dan pola 

pikir yang dia miliki tanpa diperoleh dari upaya pemberdayaan penyuluh. Oleh karena itu variabel pemberdayaan petani 

miskin bukan merupakan variabel intervening. 
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Koefisien regresi dari faktor internal sebesar 0,05 yang berarti bahwa setiap peningkatan kualitas faktor internal 

sebesar 100 persen maka kesejahteraan petani akan meningkat 5 persen. Faktor internal ini berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kesejahteraan petani pada taraf α = 10 persen. Nilai t-hitung 0,31 dan t-tabel 1,64. Dari hasil penelitian di 

lapangan menunjukkan bahwa kultur dan struktur yang diterapkan oleh penyuluh pada lembaga Gapoktan dapat 

dikatakan baik, walaupun masih ada hal-hal yang belum dapat dikuti oleh lembaga Gapoktan misalnya dalam membuat 

laporan perkembangan penggunaan BLM-PUAP, karena kurangnya koordinasi antara petani dan penyuluh, dimana 

tempat tinggal penyuluh sebagian besar letaknya jauh sedangkan tanggung jawab dan wewenang ketua Gapoktan masih 

lebih bergantung pada penyuluh. Namun kegotongroyongan, dukungan, kepatuhan, dan mengutamakan kepentingan 

bersama dalam pengambilan keputusan sudah baik. Semua keragaan faktor internal ini sangat dibutuhkan dalam 
pemberdayaan tetapi tidak begitu dibutuhkan dalam peningkatan kesejahteraan petani, sehingga faktor internal ini 

berpengaruh tetapi tidak signifikan. 

Koefisien regresi dari faktor eksternal sebesar 0,06 juga yang berarti bahwa setiap peningkatan kualitas faktor 

eksternal sebesar 100 persen maka kesejahteraan petani akan meningkat 6 persen. Faktor eksternal ini berpengaruh 

tidak signifikan terhadap kesejahteraan petani pada taraf α = 10 persen. Nilai t-hitung 0,25 dan t-tabel 1,64. Dari hasil 

penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penyediaan saprotan seperti pupuk dan benih yang dikelola Gapoktan sering 

datang terlambat sedangkan mereka mengejar musim tanam, sosialisasi inovasi tehnologi sebagian besar mereka tidak 

mengerti, hal ini dapat dilihat dari materi penyuluhan diberikan tidak merata terutama materi yang berkenaan dengan 

penggunaan BLM-PUAP, namun dukungan tokoh masyarakat dan masyarakat desa  baik. Semua keragaan faktor 

eksternal ini juga tidak begitu dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan petani. 

 

Hipotesis ketiga :  
Model (3) :KP = 0.46 PPM  

 

Koefisien regresi dari pemberdayaan petani miskin sebesar 0,46 berarti bahwa semakin petani miskin meningkat 

keberdayaannya maka semakin meningkat kesejahteraan petani tersebut. Apabila pemberdayaan petani miskin 

meningkat 100 persen maka kesejahteraan akan meningkat 46 persen. Pemberdayaan petani miskin berpengaruh 

signifikan terhadap kesejahteraan petani pada taraf α = 10 persen. Nilai t-hitung 1,93 dan t-tabel 1,64. Dari hasil 

penelitian di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi, kewirausahaan, produksi, distribusi, dan kemitraan sudah 

termasuk dalam kategori baik.  

 

Hipotesis keempat :  
Model (4) : KP = 0,46 PPM + 0.38 FKP + 0.24 FI + 0.25 FE   
 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,57 Ini berarti bahwa 

variasi kesejahteraan petani dapat dijelaskan oleh variabel faktor kenerja penyuluh, faktor internal, dan faktor eksternal 

sebesar 57 persen. Sedangkan 43 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.  

Model (4) ini menjelaskan bahwa kesejahteraan petani dipengaruhi secara total baik dipengaruhi oleh 

pemberdayaan petani miskin, faktor kinerja penyuluh, factor internal, dan factor eksternal. Pengaruh total ini 

menjumlahkan koefisien pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kesejahteraan petani yaitu KP = 0,46 PPM + 

0,32 FKP + 0,05FI + 0,06FE dan KP = 0,06 FKP + 0,19FI + 0,19FE menjadi KP = 0,46PPM + 0,38 FKP + 0,24FI + 

0,25 FE. 

Koefisen regresi dari pemberdayaan petani miskin sebesar 0,46 dan faktor kinerja penyuluh sebesar 0,38 yang 

berarti bahwa setiap peningkatan kinerja penyuluh sebesar 100 persen maka kesejahteraan petani  meningkat 38 persen. 
Pemberdayaan petani miskin dan Faktor kinerja penyuluh ini berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani pada 

taraf α = 10 persen atau pada tingkat kepercayaan 90 persen. Nilai t-hitung sebesar 2,56 dan t-tabel 1,64. 

Sedangkan koefisien regresi dari faktor internal dan faktor eksternal sebesar 0,24 dan 0,25 yang berarti bahwa 

setiap peningkatan faktor internal dan faktor eksternal 100 persen maka  kesejahteraan petani meningkat 24 dan 25 

persen saja. faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan petani pada taraf α 

= 10 persen. Nilai t-hitung 1,60 dan 1,23 sedangkan  t-tabel 1,64. 

 

Identifikasi Kendala Pemberdayaan 

 

Kendala-kendala dalam upaya pemberdayaan dapat diketahui setelah melakukan analisis pengaruh secara parsial 

dan membandingkan target pemberdayaan dan realisasi yang telah dicapai. 
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Idendifikasi kendala melalui Analisis Pengaruh secara Parsial 

 

Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan petani miskin adalah faktor internal dan faktor 

eksternal. Kedua faktor tersebut yang dapat meningkatkan partisipasi, kewirausahaan, produksi, distribusi dan 

kemitraan. Perbedaan pengaruh ini tidak terlalu beragam karena hanya bervariasi antara 0,31 hingga 0,33 seperti pada 

persamaan statistik di bawah ini : 

 

PPM1 = 0,10 FKP + 0,31 FI + 0,31 FE 

PPM2 = 0,11 FKP + 0,33 FI + 0,34 FE 
PPM3 = 0,12 FKP + 0,35 FI + 0,35 FE 

PPM4 = 0,11 FKP + 0,33 FI + 0,33 FE 

PPM5 = 0,10 FKP + 0,31 FI + 0,32 FE 
 

Persamaan ini menunjukkan farameter tertinggi pada faktor internal dan faktor eksternal adalah  indikator produksi 

(PPM3), hal ini membuktikan bahwa keunggulan faktor internal dan faktor eksternal dalam meningkatkan produksi, 

namun pengaruh ini tidak jauh berbeda dengan pengaruh dari indikator lain yaitu kewirausahaan (PPM2),, distribusi 

(PPM4),, partisipasi (PPM1),, dan kemitraan (PPM5).  

Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani adalah faktor kinerja penyuluh dan 

pemberdayaan petani miskin. Kedua faktor ini dapat meningkatkan pendapatan petani, menambah modal kerja, 

memberikan kemampuan mengelola usaha dan merubah pola pikir yang maju dan mandiri. Perbedaan pengaruh faktor 

kinerja penyuluh terhadap indikator kesejahteraan petani dapat dikatakan beragam karena bervariasi dari 0,20 hingga 

0,35. parameter yang tertinggi pada peningkatan pendapatan dan  parameter yang terendah adalah merubah pola pikir. 

Sedangkan perbedaan pengaruh pemberdayaan petani miskin terhadap indikator kesejahteraan petani juga dapat 

dikatakan beragam juga karena bervariasi antara 0,25 hingga 0,43. Parameter yang tertinggi adalah produksi dan 
terendah adalah pola pikir seperti tabel di bawah ini : 

KP1 = 0,35 FKP + 0,22 FI + 0,23 FE 

KP2 = 0,27 FKP + 0,17 FI + 0,18 FE 

KP3 = 0,26 FKP + 0,17 FI + 0,17 FE 

KP4 = 0,20 FKP + 0,13 FI + 0,13 FE 

KP1 = 0,43 PPM 

KP2 = 0,33 PPM 

KP3 = 0,32 PPM 

KP4 = 0,25 PPM 

 

Parameter pola pikir yang rendah menggambarkan bahwa petani belum dapat berpikir pada masa depan, belum 
berani menanggung resiko, orientasi pada kepuasan pembeli dan juga belum dapat melakukan kerjasama dengan pihak 

luar. Oleh karena itu bagaimana cara merubah pola pikir petani agar menjadi bangsa yang maju dan mandiri.sangat 

tergantung pada penyuluh yang dapat memberikan cara mengkalkulasi usaha dengan tepat sehingga muncul percaya diri 

dan akhirnya sanggup menghadapi tantangan. 

Rendahnya tingkat pendidikan petani juga berpotensi besar dapat mempengaruhi sulitnya merubah pola pikir 

petani, karena dengan rendahnya tingkat pendidikan ini petani sulit untuk memahami pengarahan dari penyuluh 

pendamping. Hal ini dapat dilihat dari pembuatan laporan kegiatan Gapoktan kepada Penyelia Mitra Tani (PMT) masih 

dalam keadaan yang belum teratur dan susah untuk dipahami perkembangannya apalagi kalau pendampingnya tidak 

melakukan monitor dan evaluasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan PMT yaitu ”lokasi desa 

yang berjauhan sulit untuk melakukan pembinaan, monitor dan evaluasi kepada petani, dan juga kurangnya dana 

pendampingan untuk melakukan pembinaan, monitor dan evaluasi tersebut”.  Rendahnya tingkat pendidikan ini 

berdasarkan hasil penelitian adalah 13% pendidikan SD tidak tamat dan 43% pendidikan SD tamat yang berarti lebih 
dari 50% tingkat pendidikan petani berada pada tingkat pendidikan yang terendah. 

Identifikasi kendala melalui target dan realisasi perkembangan Dana 

  

Target pemberdayaan petani miskin melalui PUAP adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan 

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 29/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Umum PUAP.  

Realisasi program PUAP dapat dilihat dari  data skunder tentang Keragaan Program PUAP Kabupaten Banyuasin tahun 

2011. yang menggambarkan bahwa dari 77 desa mendapatkan dana bergulir Rp 7.700 juta karena setiap desa mendapat 

Rp 100 juta, sedangkan perkembangan dana BLM-PUAP hanya sebesar Rp 668.693.350,-. Angka ini dapat dianalisis 

berdasarkan tahun dimulainya pencairan dana BLM-PUAP. Pencaiaran pertama 60% dan 6 bulan kemundian cair yang 

kedua 40%, apabila dirinci berdasarkan tahun pencairan dengan beban bunga yang diberikan bervariasi antara 1% 

hingga 2%, maka:  

 

Beban bunga 2% perkembangan dana BLM-PUAP ........   = Rp5.006.4 juta  
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Beban bunga 1,5% perkembangan dana BLM-PUAP .....   = Rp3.754,8 juta  

Beban bunga 1% perkembangan dana BLM-PUAP ........   = Rp2.503,2 juta 
 

Perhitungan di atas adalah prakiraan perkembangan dana BLM-PUAP dengan mengestimit apabila bunga 2%, 

1.5%, dan 1 %. Di dalam ketentuan bahwa pinjaman tidak melebihi 2%, sehingga pengurus Gapoktan membebankan 

bungan 1% hingga 2%, namun dalam kenyataan di lapang (pada kecamatan wilayah penelitian) bahwa Gapoktan 

membebankan bunga 1.5% dan 2%, dan hanya satu Gapoktan yang memberikan bunga 1% yaitu Desa/Kelurahan 

Betung. 

Perhitungan ini juga menggambarkan target yang harus dicapai, kalau dianggap bunga yang dibebankan tersebut 

bervariasi antara 1,5% dan 2% seperti pada sampel, maka rata-ratanya adalah 5.006,4 juta + 3.754,8 juta = 8.761,2 : 2 = 

Rp 4.380,6 juta. Namun target ini belum termasuk biaya kepengurusan Gapoktan misalkan transportasi pengambilan 

dana, penyimpanan dana, biaya rapat baik di desa itu sendiri maupun di kecamatan atau di kabupaten, dan juga biaya 
penyediaan saprotan semua dikeluarkan dana jasa (beban bunga yang dibayar petani). Selain kepengurusan di Gapoktan 

juga ada kredit macet (tunggakan petani), karena dana pinjaman tersebut tidak digunakan untuk usaha dan juga 

terkadang karena tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga, kalau dibandingan antara target dan realisasi maka 

dapat dihitung sebagai berikut  Rp 668,7 juta (realisasi) : Rp 4.380,6 juta x 100% = 15,3%.  

Apabila melihat lajur buku besar (uang masuk dan keluar) yang dibuat oleh salah satu Gapoktan (Desa Merah 

Mata), ternyata pengeluaran untuk biaya kepengurusan Gapoktan bervariasi antara Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta per 

bulan, kalau diambil rata-ratanya berarti besar dana kepengurusan tersebut Rp1 juta. Dan apabila dana BLM itu cair 

mulai dari tahun 2008 hingga 2012 berarti Rp1 juta x 48 bulan  x jumlah desa yang bergerak dari tahun 2008) dan 

seterusnya, hal ini dapat dihitung berdasarkan estimit sebagai berikut : 

 

2008 hingga 2012  = Rp 1 juta x 48 bulan x 35     

                                     Rp 1.680 juta 
2009 hingga 2012  = Rp 1 juta x 36 bulan x 14      

                                           Rp 504 juta 

2010 hingga 2012  = Rp 1 juta x 24 bulan x 14      

                                     Rp 336 juta 

2011 hingga 2012  = Rp 1 juta x 12 bulan x 14      

                                           Rp 168 juta 

Jumlah      = Rp 2.688 juta 

 

Jumlah ini merupakan prakiraan biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan Gapoktan dari 77 desa penerima PUAP 

di Kabupaten Banyuasin, selama 4 tahun dari tahun 2008 hingga tahun 2012  bulan Januari. Biaya ini diperkirakan 61% 

(2688 : 4380,6 x 100%). Perkiraan ini dapat diketahui bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh program PUAP ini 
adalah lokasi desa yang sangat jauh dari pusat kota, yang kadang-kadang dari desa ke ibu kota kabupaten harus ke kota 

Palembang terlebih dahulu, kemudian apabila untuk menyetorkan uang ke Bank yang ditunjuk untuk penyimpanan uang 

yang ada di Gapoktan harus berangkat tiga orang yaitu ketua Gapoktan, Sekretaris dan bendaharanya untuk 

mempertanggungjawabkan uang tersebut di hadapan petugas. Di samping itu juga apabila akan mengadakan rapat 

anggota di suatu desa tertentu paling tidak mereka harus menyediakan makan minum dengan dana yang diperoleh dari 

jasa pinjaman BLM –PUAP, begitu pula apabila akan menghadiri pelatihan yang melibatkan Gapoktan juga 

menggunakan dana jasa tersebut, apalagi kalau lokasi desa yang sangat jauh letaknya dari pusat kota. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

KESIMPULAN 

 

1) Faktor kinerja penyuluh berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani (secara langsung), tetapi  tidak 

signifikan terhadap pemberdayaan petani miskin (secara tidak langsung). Maka dapat dikatakan bahwa 

pemberdayaan bukanlah variabel intervening bagi faktor kinerja penyuluh. Hipotesis ini membuktikan bahwa 

rendahnya kemampuan petani menyerap materi pemberdayaan, namun petani merasa terbantu dengan hadirnya 

program PUAP dan penyuluh yang dapat memberikan BLM, sehingga mereka dapat melanjutkan usahanya 

dengan kemampuan yang mereka punyai dari pengalaman. 
2) Faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan petani (secara langsung), 

tetapi signifikan terhadap pemberdayaan petani miskin (secara tidak langsung). Hipotesis ini membuktikan bahwa 

pembinaan baik kultur, struktur, dan kerjasama dengan pihak luar baik hulu maupun hilir dalam sistem agribisnis 

di perdesaan tersebut sudah berjalan dengan baik, namun kualitasnya masih rendah. 

3) Pengaruh kinerja sistem birokrasi terhadap pemberdayaan petani miskin sebesar R
2 

= 65% yang berarti 35% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang berada diluar model. 

4) Pengaruh kinerja sistem birokrasi terhadap kesejahteraan petani sebesar R2 = 57% yang berarti 43% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang berada di luar model 
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5) Realisasi program PUAP hanya 15,3% sebelum memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya tersebut di 

estimit 61% dan 23,7% kredit macet petani dan lain-lainnya dalam lembaga Gapoktan. 

6) Beberapa kendala yang dihadapi antara lain : (a) Sulitnya merubah  pola pikir petani, (b) Rendahnya tingkat 

pendidikan  petani, (c) Jauhnya letak lokasi desa penerima PUAP, (d) Masih terjadi kredit macet, dan (e) 

Kurangnya dana pendampingan 

 

SARAN 

 

1) Kapasitas penyuluh harus dioptimalkan sesuaikan dengan kemampuan petani dalam memberikan penyuluhan. 
2) Pemberian insentif kepada penyuluh yang berhasil adalah perlu agar dapat meningkat motivasi penyuluh, 

mengingat pekerjaan penyuluh sangat berat. 

3) Materi penyuluhan harus sistematis dan dikemas berdasarkan materi sistem agribisnis yang sesuai dengan potensi 

desa yang bersangkutan serta lingkungan. 
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